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NOM OR \I TAHUN 2020· 

TENTANG 

PEF~C3AHA!\ ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 
TE:\TA:'-JG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN .PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LI:-.Jc;KUJ\GAI\ PEMERI:.J'TAH PROVINSI KEPULA'GAN BANGKA BELITUNG 
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DE~GAN RAHMAT TUHAN YANG MA.HA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

a. bahwa mmbahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
lmg.:<ungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pemberian Tambahan 
Negeri Sipil d i Lingkungan 
Kepulauan Bangka Beli tung; 

Renghasilan Pegawai 
Remerintah Provinsi 

b. bah·v.·a untuk efektifitas pemberian tambahan 
penghasila.J. bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemenuhan 
hak da.1 kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu 
dalam melaksanakan presensi sidik jari terintegrasi, 
Peraturan Gubernur Kepulauan Bar-gka Belitung Nomor 
3 Ta.hun 2020 tentang Pemberian Ta,:nbahan Penghasilan 
Pegawa~ Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kep·....llauan Bangka Belitung perlu diubah; 

c. oanv..:a ·::>erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gt.:.bernur Nom or 3 Tahun 2020 ten tang Pemberian 
Ta:nbatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkur.ga:1 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia ':'ahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Taqun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 2 17, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 
I ndor..esia Nomor 4033); 



3. Undang-"'Jndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negani Republik Indonesia 
Tahun 2003 f\omor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tah:un 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

J. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. lJndang-Undang :'-lomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
1'\egara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 :-Jomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor, 244, Tambahan 
Lembaran f'\egara Republik Indonesia Nomor 5587) 
~ebagatmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republi~ Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
)Jegara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negar~ Republik Indonesia 
Tahun 2016 :.Jomor 114, Tambaha,n Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan ~emerintah 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
~omor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembarar- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembar~n Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran :'-Jegara Republik Indonesia Nomor 6037); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran 1\egara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahu n 2019 ten tang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor 6340); 

Peraturan Daerah Provi nsi Kepulauan Bangka Belitung 
:\omor 15 Tahu n 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Daerah Provin~i Kepulauan Bangka 
Belitung Tahu n 2016 Nomor 1 Seri D); 

ME)IlUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAJ\' GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG 
PE.YIBERIA:'-l TAMBAHAN PENGHASILA:t.'J PEGAWAI NEGERI 
SIPI L DI LINGKUNGAN PEMERINTAH P~OVINSI KEPULAUAN 
BA:\GKA BELITUf'\G. 



Pasal I 

Beberapa kete!ltuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan 
Bangka Beli~ung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerin tah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Be rita 
Daerah Prm.insi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 
Nomor 2 Ser~ E), diubah sebagai berikut: 

1 . ~e Lentuan angka 2 dan angka 4 diubah serta angka 15 
?asal 1 d~hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

_:)alam Perc.ruran Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Prov:nsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur · Kepulauan Bangka 
Beliv..mg. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PO 
adalah u nsur pembantu Gubernur dan Dewan 
Penvakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daera.h. 

:::>. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Pega'>'-ai f\egeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai 
Neger: Sipil;Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 
Pusat yang melaksanakan tugas pada PD atau unit 
kerjc::. di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

7 . Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 
tinggi pada instansi pemeri ntah . 

.3. Pejabat Pim?inan Tinggi adalah pegawai ASN yang 
mend·.lduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembc.ngunan yang terdiri dari Jabatan 
AdmH:istrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan 
Pclc.k~ana. 



10. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang 
menduduki jabatan administrasi pada instansi 

pemerintah. 

11. Pejabat F'ungsional adalah pejabat yang diangkat oleh 
Gubernur untuk menduduki ja'::>atan fungsional 
berd3.sarkan ketentuan perundang-undangan. 

12. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum 
dan Sekolah Menengah Kejuruan. 

13. Pendidik adalah pegawai ASN yang menduduki 
jaba:an fungsional Guru pada satuan pendidikan 
menengah dan satuan pendidikap khusus. 

14 . Tenaga Kependidikan adalah pegawai ASN pegawai 
AS :..I Jabatan F'ungsional Tenentu/ Jabatan 
F'u:tgsional U mum pad a satuan pendidikan 
menengah dan satuan khusus yang menduduki 
jabatan pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola 
laborarorium/ bengkel, pranata laboratorium 
pendidikan, pengelola perpustakaan, pustc.kawan, 
serta pejabat pengawas dan pelaksana. 

15. Dihapus . 

16. Tarr:bahan Penghasilan Pegawai ASN yang 
selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang 
dite:-ima Pegawai di luar gaji dan tunjangan lainnya 
yang sah dalam rang:<a peningkatan kesejahteraan 
dan merupakan kebijakan Daerah. 

17. Pen:laian Prestasi Kerja Pegawai ASN adalah suatu 
proses penilaian secara sistematis yang dilakukan 
oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai 
dan perilaku kerja pegawai. 

18. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh Pegawai dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab 
yang diberikan. 

19. Perilaku Kerja adalah kemampuan kerja dan tindakan 
atau aktivitas yang dilakukan oleh PNS atau tidak 
mel3.kukan sesuatu yang seharusnya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

20. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang 
dibuktiKan oengan data absensi yang terekam pada 
sistem presensi terintegrasi. 



21. Sistem Presensi Terintegrasi adalah Suatu sistem 
presen:asi yang berfungsi untuk memonitoring 
ke~1.adiran pegawai melalui finger recording sehingga 
waktu kehadiran baik masuk maupun keluar pegawai 
dapat tercatat secara cepat dan tepat. 

22. Tugas Pokok adalah tugas uta!Jla yang merupakan 
penjabaran langsung dari fungsi dan tugas 
organisasi, sebagaimana dinyC\.takan dalam rincian 
tugas jabatan yang bersangkutan. 

23. Tugas Tambahan adalah tugas yang pada dasarnya 
tidak dinyatakan dalam rincian tugas jabatan 
Pl\S/CPNS yang bersangkutan, tetapi memberikan 
manfaat bagi unit kerja atau OPD tempat PNS/CPNS 
yang bersangkutan bertugas . atau OPD tempat 
Pi'\ Sf CPNS yang bersangkutan ditugaskan. 

24. Sistem Aplikasi Kinerja adalah Suatu media aplikasi 
berbasis website yang berguna u ntuk mempermudah 
pembuatan dan penilaian lap.oran capaian kinerja 
ASl\. 

25. Ki:1erja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 
PNS dalam masa kinerja. 

26. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan 
terr_i tung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 
akhir bulan berkenaan. 

27 . Bol:ot Pekerjaan adalah ni lai kumulatif dari faktor­
fa kwr yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang 
suatu pekerjaan/jabatan . 

28. Poin adalah satuan penilaian terhadap unsur 
penilaian prestasi kerja. 

29. Sa.saran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat 
SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus 
dicapai oleh Pegawai dalam kurun waktu penilaian 
yang bers ifat nyata dan dapat diuku r serta disepakati 
oleh ?egawai dan atasannya yang diisi secara online 
melalui sistem aplikasi kinerja. 

30 Capaian Kinerja Bulanan adalah hasil kerja atau 
realisas1 pencapaiar- kinerja bulanan berdasarkan 
re~apitulasi catatan kinerja bulanan Pegawai. 

31. Catatan Kinerja Bulanan Pegawai adalah catatan 
bulanan yang memuat aktivitas kerja dan 
pelaksanaan tugas pokok Pegawai yang diisi secara 
or.line melalui sistem aplikasi kinerja berdasarkan 
SKP bulanan Pegawai. 



(2) TPP sebagaimana dimaksud pfda ayat (1) huruf a, 
dan huruf b dapat diberikan apabila telah 
melaksanc.kan tugas secara niata paling sedikit 12 
(dus belas1 hari kerja pada bula.J.? berkenq.ap . 

(3) Pemberian TPP sebagaimana di:naksud pc;~.da ayat (1) 
huc . .:.f a dan b, harus dibuktikan dengan 
penyampaian pembuatan SKP pacta awal tahun dan 
capaian kinerja bulanan secara online yang· telah 
diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung. 

(4) Pen5inputan SKP bagi Peg_c_wai pindaban ke 
Pemerinta~ Daerah dilakukan terhitung mulai tanggal 
Sun.t Perintah/Pernyataan MelQ.ksanakan Tugas dan 
tela b. ::iiverifikasi dan disetujui ole:t atasan langsung. 

(S) Pega\vai yang mengikuti pengernbangan ko:npetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) huruf c 
di laksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
da:-_ dapat diperpanjang kembali berdasarkan 
penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) 
bulan selanjutnya. 

(6) Pegawai yang mengikuti pe:1gembangan kompetensi 
sebagaimar.a dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana 
sesuai dengan Pangkat dan golongan terakhir selama 
jangka waktu penyelesaian pe:1didikan yang telah 
dittntukan sesuai dengan Keputusan Per:unjukan 
Per::.a:na sebagai Pegawai Tugas Belajar. 

4. Ketentt.:.an huruf g dan huruf j Pasal 8 dihapus, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

TPP tidak diberikan kepada pegawai apabila: 

a. menjalan i cuti di luar tanggung~n negara; 

b . bers:atus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat 
peEegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja 
karena kasus hukum; 

c. bers:atus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat 
per:egak hukum; 

d. berscatus terpidana; 

e. men:alani masa bebas tugas/masa persiapan 
per:smn; 

r. mer1~ad i pegawai yang diperba~tukan ke pe:nerintah 
lai:-_ c. i luar Pemerintah Daerah Provinsi; 

g. d ihapus; 



h. rr.e lak'.l kan dan j a tau turu t rqem bantu mani pulasi 
k~hadirar., dengan pemotongar: 'TPP sebesar 1 (satu) 

bulan; dan/ a tau 

1. terjadi kerusakan mesin presen.si sidik jari dan tidak 
diperbaiki selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, 
dengan pemotongan TPP sebesar 1 (satu) bulan bagi 
seh..:ruh pegawai pada PD atau unit kerja yang 

tersangkutan . 

J. C.ihapus. 

~ . Keten tuan ay3.t (7) sampai dengan ayat (9) dan ayat (10) 
Pasal 10 diub3.h, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Penilaian terhadap kinerja Pegawai ASN, dilakukan 
berdasarkan hasil persentase dari unsur produktifitas 
kerja da:1 u nsur disiplin kerjc.. yang dihitung melalui 

sistem a?likasi kinerja. 

(2) Persentase unsur produktifitas kerja, dan unsur 
disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
:iiinput melalui sistem aplikas: kinerja. 

(3) Pega'.vai ASN \vajib melakukan penyusunan SKP dan 
carget kinerja bulanan SKP berdasarkan rencana 
kerja tahunan PO, dan kebutuhan tugas masing­
masing jabatan, dikecualikan bagi Dokter Spesialis, 
Dokter Subspesialis, Guru, Xepala Sekolah, dan 
Ajudan Gubernur I Wakil Gubernur I Sekretaris Daerah 

hanya menyusun SKP Tahunan. 

(4) Target kinerja bulanan bagi Dokter Spesialis, Dokter 
Subspesialis, Guru, Kepala Sekolah dan Ajudan 
Gubern' . .ui Wakil GubernurjSekretaris Daerah dibuat 
dalam tentuk ceklist pada sistem aplikasi kinerja. 

(5) SKP yang Lelah disusun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus disetujui dan divalidasi oleh atasan 
langsur:gl pejabat penilai. 

(6) Dalam hal SKP yang disusun oleh pegawai tidak 
d isetujui oleh a tasan langsungl pejabat penilai maka 
keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat 
penilai dan bersifat final. 

(7) Target .<inerja bulanan sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (3) ditetapkan setiap awal bulan masa penilaian 
kinerja. 



(8) Jika tedapa t a lasan yang cu~up dan dipandang 
perlu, SKP dan target kin~rja bulanan SKP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 

penmJauan kembali sebelum: penilaian kinerja 
dilakukan dan/ a tau pada akhir bulan berkenaan 
sebelum target k inerja b1,1lanan berikutnya 
ditetap~<an . 

(9) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2}, wajib melampirkan bukti pendukung dan 
SKP sena target kinerja bulanan SKP sebelumnya 
beriku t perse tujuan atasan langsung. 

( 1 0) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai maka Pegawai 
yang bersangkutan tetap meriyusun SKP sesuai 
dengan su rat perintah melaks~nakan tugas atau 
surat {:erintah menduduki jabatq.n yang baru. 

( l l ) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi capaian 
kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli 
Gubern·.lr, Kepala Biro, dan Kepala PD. 

6. Diantara keten tuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 
d isis ipkan ~ (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi 
sebagai berJ~u t : 

Pasa l 11 

( l) Pemotongan TPP berdasarkan pencapaian target SKP 
dilakukan apabila ta rget kinerja bulanan tidak 
tercapa i. 

(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikenakan sebesa r persentase kinerja bulanan 
yang ~idak tercapai pada bulan berkenaan pada 
sis tem a plikasi kinerja. 

(2a) Pegawai ASN yang tidak menginput SKP Tahunan ke 
dalam sis tem a plikasi kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) , dikenakan Pemotongan TPP 
sebesar 70% (tuju h puluh persen) dari hasil 
penghitungan TPP bulan berkenaan. 

[3) Pemotongan TPP dari unsur SKP dihitung secara 
aku mulatif dalam waktu 1 (satu) bulan dan paling 
tinggi sebesar 100% (seratu s persen) . 



7. Ketent:.:an Pasal 12 ciiubal-_, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai beriku:: 

Pasal 12 

( l) Preser_si Sidik Jari Terintegrasi Pegawai ASN 
dih.kukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam l (satu) hari, 
yaitu sebagai berikut: 

a. masuk kerja pagi; 

b. masuk kerja setelah istirahat; dan 

c. ptJang kerja sore . 

(2) Pem•)t:mgan TPP berdasarkan Presensi dilakukan 
apabila Pegawai ASN: 

a. terlarr:bat masuk kerja; 

b. tidak melaksanakan a pel, upacara dan/ a tau 

olahraga; 

c. pulang sebelum waktunya; 

d . mtninggalkan tugas pacta saat jam kerja tanpa 
izin atasan ket:ka dilaksanakan Pemeriksaan 
Kehaciiran olej Tim Sidak Disiplin; 

e. tidak melakuka n 1 (satu) kali presensi tanpa 
keterangan yang sah; dan 

f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. 

(3) Pegaw3.i ASN yang terlambat masuk kerja pagi, yang 
melanggar rentang waktu presensi yang telah 
dite::1tukan tanpa izin;'keterangan yang sah sampai 
dengan 15 (lima be las) me nit batas waktu toleransi, 
dikena.ka::1 pemotongan sebesar 1% (satu persen). 

(4) Pegawai ASN yang tiC.ak melaksanakan apel pagi atau 

apcl sore, upacara atau olahraga tanpa keterangan 
yang sah diberikan surat peringatan dan dikenakan 
pen:.owngan sebesar 2,5% (dua kama lima persen). 

(5) Pegawai ASN yang terlambat masuk bekerja setelah 
isti rahat, yang melc=.nggar rentang waktu presensi 
yan g :elah d itentukan tanpa izin/keterangan yang 
sah sampai dengan 15 (lima belas) menit batas waktu 

role::-ansi , d ikenakan pemotongan sebesar 1% (satu 
persen) . 

(6) Pe-gawai ASN yang pulang sebelum waktu yang telah 
dir.:.~ntukan tanpa izinjketerangan yang sah, 
di~e-nakan pemorongan sebesar l% (satu persen). 

(7) Pegawai AS:-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
da.n c.yat (5), dalam 1 (satu) hari yang sama 
ke(erlambatannya: 



a. sampai dengan 15 (lima belas) menit dari batas 
wa~-<tu w leransi, d:kenakan pemotongan sebesar 
2% (dua persen); atau 

b. melebihi 15 (l ima belas) menit da ri batas waktu 
rolerans i, dikenakan pemotongan sebesar 2,5% 

(dua koma lima persen); 

(8) Pegawai ASN yang m er_inggalkan tug;as pada saat jam 
kerja tanpa 12m a tasan ketika dilaksanakan 
Pemeriksaan Kehadira n oleh 'Tim Sidak Disiplin 
dipotong sebesar 4% (empat pers.en) perhari. 

(9} Pegawai ASN yang tida k melakukan 1 (satu) kali 
presensi tanpa ke teranga n y~ng sah dikenakan 
pemor.ongan sebesar 4% (empa t persen). 

l : 0) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa 
keterangan yang sah d:potong sebesa r 12% (dua belas 
persen) perhari. 

ll l) ketenruan mengenai jam kerja dan batas waktu 
tolera:1s i bagi pegawai berpedoman pada Peraturan 
Gu bernu r terkait hari da n jam kerja. 

( 12) Su rat peringa tan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) da:1 surat izin t id a k men gikuti apel pagi, apel sore, 
upaca rc:_ a tau olahraga dituangkan da lam Format 
sebaga ima na terca n tum dalam Lampiran I yang 
meru pakan bagian tidak terpisah kan dar i Peraturan 
Gubernur ini . 

~ . Dianta:-a c..ngka 1 dan a ngka 2 huruf a ayat (3) Pasal 20 
d isisipkan 1 (satu) a ngka yakni angka la, dan diantara 
hu ruf c dan huruf d ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf 
yakni huruf c 1, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) TPP dibayarkan sejak bulan Januari sampai dengan 
Desember pada tah un anggaran berkenaan. 

(2) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bu lan 
berikutnya paling lamba t tanggal sepuluh, dan untu k 
bu lan Desember diaju kan pada bulan Januari tahun 
a nggaran berikutnya. 

(3) Tara cara permintaan pembayaran uang TPP 
ditetapkan sebagai berikut: 



a. p~jabat penanggung jawab mengajukan Surat 
Per::1intaan Membayar Langsung (SPM-LS) 
melalui bendahara pengeluaran dari masing­
masing PD sesuai dengan prosedur yang berlaku 
der_gan melampirkan: 

1. daitar rekapitulasi presensi pegawai yang 
dicetak melalui sistem alilikasi kinerja; 

1a. daitar rekapitulasi SKP dan realisasi kinerja 
bulanan pegawai yang dicetak melalui sistem 
aplikasi kinerja; 

2. daftar rekapitulasi perhitungan TPP yang 
dicetak melalui sistem aplikasi kinerja; 

3. daftar nominatif pembayaran TPP yang dicetak 
melalui sistem aplikasi k.inerja dan telah 
disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab; 

4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 

5. surat pengantar dan tanda terima DUPAK 
terakhir dari sekretariat tim penilai, khusus 
untuk jabatan fungsional; 

6. Keputusan Gubernur tentang hukuman 
disiplin ringan, sedang dan berat. 

b. daftar nominatif pembayaran uang TPP ditetapkan 
seJagai berikut: 

l. ·_m tuk Pejabat Eselon II di lingkungan 
Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris 
Daerah; 

2. untuk Badan /Dinas, Sekretariat DPRD dan 
Satuan disahkan oleh Kepala Badan/Dinas, 
Sekretaris DPRD dan Kepala Satuan; dan 

3. untuk lnspektorat dan RSJ/RSU disahkan 
oleh Inspektur dan Direktur. 

c. foymat daftar rekapitulasi presensi pegawai 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Pe-raturan Gubernur ini; 

c 1. format daftar rekapitulasi SKP dan realisasi 
kinerja bulanan pegawai sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; 

d . format daftar rekapitulasi perhitungan TPP 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
meru pakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini; 



e. format daftar :wminatif pembayaran TPP 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini; 

f. format surat pernyataan tanggung ja\vab mutlak 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 
meru pakan bagian tidak terpisabkan dari 
Peraturan Gubernur ini; 

g. bagi PO atau unit kerja yang belum memiliki 
mesin presensi si::iik jari seperti pada Cabang 
Dinas Pendidikan, SMA/ SMK/ SLB maka 
menggunakan laporan kehadiran secara ceklist 
pada sistem aplikasi kinerja; 

h. bagi pegawai yang mendapat dispensasi 
presensi/ Kepala PD dan/ a tau mesin presensi 
sidik jari mengalami kerusakan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari wajib mencetak rekapitulasi 
presensi secara manual; dan 

1. rekapitulasi preser_si setiap pegawai pada PD di 
lingkungan Pemer:ntah Daerah Provinsi paling 
lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya 
dan disampaikan ke PD yang melaksanakan 
fu:1gsi penunjang bidang Kepegawaian sebagai 
laporan. 

(4) Kepala PD atau unit kerja menandatangani laporan 
rekap:::ulasi TPP pada PD atau unit kerja yang 
dipim;:1innya. 

(5) Penyampaian rekapitulasi presensi dan rekapitulasi 
TPP untuk bulan Dese:nber disampaikan paling lama 
hari ke 6 (enam) bulan berikutnya. 

(6) Pengajuan Pembayaran dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7J Ketentuan Lampiran l diubah, sehingga Lampiran I 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
r:1crupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur :r_i . 

(8) Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratur:an 
Gubernur ini. 



~:::. J~ I T. \ 

\c J.\IUI~ 

Pasa l II 

Peraturan Gu-8ernur 1m mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan . 

Agar seuap orang m engetahuinya, memerintahkan 
pengundanga n Peraturan Gubernur 1m dengan 
penem;:atannya dalam Be rita Daerah Provinsi Ke;mlauan 
Bangka Beli:L:ng. 

I 
I 

Di ter.apkan di Pangkalpinar;_g 
pada tanggal {1 \-cbft)c;f' 2020 

:{EPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 
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Peringatan 

LAMPIRAN I 
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG 
NOMOR t1 TAHUN 2020 
TEI'\TANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERJ 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
I<EPULAUAN BANGKA BELITUNG 

KOPPERANGKATDAERAH 

Pangkalpinang, .................. 20 ......... . 
Kepada 

Yth. Sdr. .................. .. 
NIP ..... .. ............. . 
D: 
Tempat 

Sehubungan dengan absensi pada ............. (Nama Perangkat 
) aerah), diketahui bahwa Saudara tidak melaksanakan Apel 
?agt j Sore / Senamj Olahraga (*) tanpa keterangan yang sah. 

Berda sarka:1 Peraturan Gubernur Nomor Tahun ten tang 
1:-, ang mengatur ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di 
:...mgkungan Pemeri:1tah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (**)) dan 
?c-raturan Gubernur Nomor Tahun tentang (yang mengatur 
.:<etentuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
?emerintah Provin.si Kepulauan Bangka Belitung (**)) maka kepada 
3audara ... ..... diberikan Peringatan Pertama I Keduaf Ketiga (*) dan 
:l ikena kan pemotongan TPP sebesar 2,5% sesuai ketentuan yang 
berlaku . 

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih. 

Kepala Perangkat Daerab, 

Nama Pej a bat 
Pangkat 

NIP . 
. c::.:..o..::::.a!i d<:::.ar:-~po.l~an ~epada Yth: 

"· lt,;:·n-r ··:e~u!auan Bangi<a Belirun.;; 
, .. ,;,o;t.d F'r.;,\' 1 :1~1 Kepulauan Bang~e. Belirung; 

.\Lp~.. =3<t•:an I<epegawaian dan Per:gcmba:1gan SDM Daerah Provinsi ·Kepulauan Bangka Belitung 

!'\L'l:cr,u H.:W1: 

( 1 Corer ycmg tidak perlu 
l D.se~u .ikan dengan Peraturan Gubernur berkenaan 
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KOP PERANGKAT DAERAH 

f-·::.~;IBERL'\:'\ IZfN TIDAK ME!'.GIKUTI APEL, UPACARA ATAU OLAHRAGA/ 
PRESEl'!SI SIDIK JARI/TIDAi< MASUK KER....TA 

(Gun:.kan salah satu sesuai dengan izin yang dimohonkan) 

: o.. (permohonan dan ?egaVJai bersangkutan); danjatau 
o. 1sural keterangan persetujuan disper:sasi). 

MEMBER! iZIN: 

••••••• • ••• • • 0 • • • • • • • • • • • • • ' • ••• • • •• •• 0 •••••• 0 • 0 • •• •• • ' • • • • ••••• ~ •• • ' •• •• 0 0 .... 0 •• • •• 0 • • • 

. .. ... ... ·· ···· ·· ····· ······ ···· ····· ······ ··········· ···· ····· ··· ············· ····· ·· 

. ················· ··· ··· ······· ···· ··· ··· ··· ·· ··· ···· ·· .... ... ... ....... ... .......... . 

. ......... ·············· ·· · ···· ······· ·· ········· ···· ···· ···· ··················· ······· 

················ ···· ·· ········ ···································· ····· ·· ···· · 

Pangkalpinang, .............. .. 2020 

Atasan Langsung 
Pegawai Yang Bersangkutan, 

Nama Pejabat 
Pangkat 

NIP. 



KOP PERANGKAT DAERAH 

SURA T IZIN KELUAR 

:'\omor : 800 I I SUI I / 20 ...... 

. . ... .. ... . ·· ············ ······· ······ ···· ······ ··· ··· ···· ················ ······ ···· 

1}, :.:2,k~J. l / Goi : ... . ... .... .. . . ... .. . . .. .... .. .. ...... . .. ... .. ... .. . . ... .. .. ..... . . .... .. ... ..... . .. .. . . 

. !'Jdl i.l ll 
. ·· · ···· · ··· · . .. ·· ··· ····· ···· ··· ··· ······ ·· ···· ···· · ··· ·· ··· ··· ··· ··· ···· ····· ····· ····· 

I.l ' 1\.C rJ d . .. .. ....... .... ..... ....... .... ...... ... .. .... .... .. ..... ...... ...... .... ... ......... ... 

. . l l. t.t11 
' ·· ········· ······· ········· ····· ·· ······· ·········· ·· ·········· ·· ···· ····· ····· ······ ··· 

\leninggalkan te:npat pukul 

-~embali pu kul 

Han / tanggal 

Pangkalpinang, 20 .. ... 



OPD 
HULAN 

NO 

······················· 

NAMA/N IP 
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JABAT/\N 

4 

I Mvll'll~Ai" Ill\ 
1'"-1~1\Tl l i~AN (; t IHI•:J\Nlll~ 1\ 1·:1'1 11,1\li/IN 1{/\N( ;I\ I\ IIEI.I n INC; 
N<>l\1<)~ \\ TAI!liN I().'() 

TI•:NTAN<; 
1'/\MJ!AI 1/\N I'I•,N< :1 11\SILA!'. 1'1·;< ;AWl\ I Nl·:< ;J·;J~I ~-\11'11. J)ff .IN<:hl JN< :AN I'J•:I\11·.1\IN'f'AI I 
1'1-(0VINSJ KJ•;I'IJJ.AlJAN llAN<:I<A J!I•:Li'J'I JN<; 

D/\PTAR f~ EK/\PlTU L/\SI SKP DJ\N RKBP 

SKP 
POT. SKP 

(%) 

5 I 6 

PFRHITUNGAN SKP DAN RKBP 

PERSENT/\SE REALISASI KINERJA 

fJULANAN rcGAW/\1 (flKBr) 

I 

- - - -

KE 

POT. HK13P 

(%) 

8 

----

TOT. POT% 

(6-+ 8) 
KET 

10 9 ___ j __ ·--

Kepala 
P.=-r,.,nekr~t IJt=Jcrah, 

Nama Pcjabat 
Pangkat 

NIP. 



'"\".11''1·'<\N I 
,., •.• ,'.\1 •• v .. t l lti•,J··t~lll•' hi l'! ll .• \1 1,\"0: 1!:\l\l, t\J\ !1·11111".1 , 

1\111\1< Jl' \\ 'I o\11! '\ .'<t.'O 
I'I·:N I', 1\< 

Tt\MI!Mii\'II'I•:N<oiiN;II J\'II'I•.<;,._w.\1 NI·;< '.!•I·'I',JI II 1>11 1.(\l;;.;t'Nto ,\'1 
1'1·.~11-:1-'I'IT\11 1'1{!1\'IN:;II,J•I'lJI.,\IJ,,N llt\110!.1,1\ Ill· : ll'tol\t; 

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN TAMBAIIAN PENGHAS ILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

1'1 l/l i N!T KC:H.I/\ 
HI IL/\N 

,-- -.-
NO NAM A/NIP tiOI.. Ji\1\Af/\N 

~ -
2 3 4 
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